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BAB 5  

Kesimpulan dan Saran 

5.1 Kesimpulan  

Tidak bisa di pungkiri bahwa dengan semakin berkembangnya zaman, 

semakin memudahkan anak – anak untuk melakukan penyimpangan tingkah 

laku yang dimana terkadang sebagian dari mereka harus berhadapan dengan 

hukum. Pemerintah sendiri sadar akan hal ini dan untuk menjaga kebutuhan 

serta kepentingan yang terbaik bagi anak maka pemerintah membentuk sistem 

peradilan pidana anak yang dimana ini dimaksudkan untuk mengatasi dan 

memberikan pengertian kepada anak dan juga orang tua anak itu sendiri. 

Sistem peradilan anak di Indonesia sendiri diatur dalam Undnag – undang 

No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Hal 

terpenting yang ada di dalam UU SPPA sendiri adalah dengan menerapkan 

konsep Restorative Justice yang dimana menggunakan pendekatan Diversi. 

Penerapan UU SPPA sendiri dalam penanganan anak masihlah banyak hal yang 

harus di perbaiki. UU SPPA sendiri mengatur bahwa batasan untuk anak yang 

dapat masuk dalam sistem peradilan pidana adalah di umur 12 tahun dan belum 

berumur 18 tahun, tetapi dalam prakteknya serta dalam peraturannya, adanya 

keterlibatan penyidik dalam penyelesaian perkara anak di bawah umur 12 

tahun yang berhadapan dengan hukum, yang dimana penyidik merupakan 

komponen dalam sistem peradilan pidana. Lalu dalam penetapan keputusan 

bersama untuk perkara anak di bawah umur 12 tahun juga harus mendapat 

penetapan dari hakim yang dimana hakim juga merupakan komponen dalam 

sistem peradilan pidana. Penanganan anak di bawah umur 12 tahun secara lebih 

jelas di jelaskan dalam peraturan turunan UU SPPA yaitu terdapat dalam PP 

No. 65 Tahun 2015.  

Hal ini saja sudah sangat membingungkan dimana dalam satu peraturan 

di katakan tidak dapat masuk dalam sistem peradilan pidana tetapi juga di atur 

bahwa adanya komponen dari sistem peradilan yang ikut berperan aktif dalam 

penanganan perkara. Selain daripada itu, tempat penanganan terhadap anak 

sendiri masih kurang memadai dan juga tidak sesuai dengan kesejahteraan bagi 
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anak dimana penanganan anak yang berhadapan dengan hukum masih dalam 

satu ranah dengan penanganan terhadap orang dewasa yang dimana ini perlu 

menjadi perhatian khusus karena anak merupakan subjek hukum paling rentan. 

Stigmatisasi terhadap anak itu sendiri yang seharusnya mau dikurangkan tetapi 

dalam prakteknya masih benar – benar belum tercapai dimana untuk 

penanganan anak dibawah umur 12 tahun dilakukan oleh penyidik dan juga 

dilakukan penganan seperti diversi sehingga anak ini yang seharusnya tidak 

dapat masuk dalam sistem peradilan pidana menjadi masuk dan jadinya di 

selesaikan oleh sistem peradilan pidana anak. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penulisan hukum mengenai Penanganan Anak Di 

Bawah Umur 12 Tahun Yang Bermasalah Dengan Hukum Berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015, maka dari penulis memberikan 

saran, yaitu:  

1. Perlu adanya sebuah unit khusus yang dibentuk dari Dinas Sosial, 

Bapas, KPAI dan juga lembaga pemerhati anak untuk menangani 

masalah anak yang bermasalah dengan hukum agar anak ini benar – 

benar sesuai dengan prinsip dalam UU SPPA dimana anak di 

hindarkan sejauh mungkin dari sistem peradilan pidana.  

2. Alternatif penyelesaian sengketa terutama dengan cara keadatan 

seperti yang ada dalam masyarakat Indonesia perlu untuk lebih di 

kedepankan dan diberi penyuluhan kepada setiap masyarakat 

mengenai penanganan anak jika terjadi dalam masyarakat.  

3. Lembaga pemerintahan yang memang berfokus pada kesejahteraan 

anak perlu untuk memikirkan kebutuhan serta penanganan anak lebih 

serius lagi, terutama dalam pembentukkan LPKS serta penyuluhan 

kepada masyarakat mengenai pengetahuan tentang penanganan anak.  
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